PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424

Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman hitps://web.disdik klaten.go./d

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 400.3.2/686 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 127 TAHUN 2023 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

LAYANAN KELOMPOK BERMAIN TUNAS MUDA
KECAMATAN JOGONALAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan
Pendidikan Kelompok Bermain Tunas Muda yang
beralamat di Sumyang RT 12 RW 06, Sumyang,
Jogonalan, Klaten tentang Permohonan Perubahan lzin
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor 06/KB.TM/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan
lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah
memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979

tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun

2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dokurnen ini lelah ditandatangani secara elekironik menggunakan sertifikal alekironik
yang diterbitkan oleh Balal Besar Serifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada
Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar
dan Jenjang Pendidikan Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis

Pelayanan Minimal Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Risct, dan
Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar
Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang

pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan

Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman
Penerapaan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan

Pembelajaran;
aerah Kabupaten Klaten Nomeor 7 Tahu

Peraturan Daerah Kabupaten

12. Peraturan D n 2021

tentang Perubahan Atas

Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

Dokurmen i lefah ditandatangan) secara elakironik menggunakan serifikal glakironik
yang diterbitkan pleh Balal Resar Sertifikasi Elekironik (BSrE), Badan Siber dan Sendl Negara {BSSN).
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PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN JOGONALAN

DESA SUMYANG

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMYANG

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PENDIRIAN KB "TUNAS MUDA"

DI DESA SUMYANG KECAMATAN JOGONALAN

KEPALA DESA SUMYANG

Masukan warga masyarakat bahwa perlunya Pendidikan
Anak Usian Dini di lingkungan Desa Sumyang

Dalam rangka mendukung Pemerintah dalam hal
Pendidikan Anak Usia Dini perlu mendirikan PAUD

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Desa Sumyang tentang Pendirian PAUD.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851};

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4389);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
an Nasional (Lembaran Negara
Tambahan

2004 tentang

Perencanaan Pembangun
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



6, Peraturan Daerali Kabupaten Klaten Nomor 7 Taliun 2006
tentang Pedoman Peayusunam Organisnsl dan Tatn Kerjo
Petnerintahan Desa (Lembaran Dierah Kabupaten Klaten

Tahwn 2006 Nomor 7);

MEMUTUSKAN,
Menetapkan '

PERTAMA . Mendirikan Pendidikan Anak Usin Dini | PAUD ) Desa Sumyang
vang bernama * KB TUNAS MUDA * yang bernlamat di Desa

Sumyang Kecamatan Jogonalan Rab. Klaten;

REDUA . KB *Tunes Muda® sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA
scbagal tempat Penvelengaraan Kegintan belnjur mengajar Anuk
usin Dini di Wilayah Desa Sumyang dan sekitar,

KETIGA ¢ Apabila ada hal-hal yang belum diatur dan keleeliruan dalam
Keputusan ini, akan dilakukan perubahan dikemudian hari.

EEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku puda tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumyang
Prcln Tanggal 15 April 2025




PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN JOGONALAN

DESA SUMYANG

No. Kode Desa/Kelurahan ;
1 IA09/09/4/00018

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suwito

Jubatan : Kepala Desa Sumyang

Alamat : Sumyang RT 012 RW 006, Sumyang, Jogonalan, Klaien
Bersama ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : KB Tunas Muda

Alamat : Sumyang RT 12 RW 06, Sumyang, Jogonalan, Klaten

Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma

Dengan luas Bangunan 164 m* di gunakan/dimanfaatkan sebagai Sarana Pendidikan KB Tunas
Muda. Sejak Bangunan didirikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan (Selama KB masih
beroprasional )

Demikian surat keterangan saya buat,agar dapat dipergunakan sebagaiman semestinya.

Jogonalan, 15 Agustus 2025
Yang membuat Pemyataan
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YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN

Almmat : Jin, Mayor Kusmanto Telp 0272 422804 Kiaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 24,. /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHAFMA
KABUPATEN KLATEN NOMOR SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.KIt/X1/2022
TENTANG PENGGABUNGAN KELOMFOK BERMAIN BINAAN TIM

PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

KABUPATEN KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
) KLATEN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

. a. bahwa berdasarkan Surat dan Tim Penggerak
Pemberdayaan Kesejahtieraan Keluarga Kabupaten
Klaten Nomor 104.a/ Sela/PKK Kab/VIII/22
tangeal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan
Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim
Fenggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian
Dharma Kabupaten Klaten dan Surat dari Tim
“Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Kabupaten Klaten Nomeor 63/SKR/PKK
Kab/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 penhal
Permohonan izin Bergabung KB ke Yayasan Dian
Dharma, maka perlu mengubah Keputusan Ketua

Menimbang

Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Nomor
SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/ XI/2022 tentang
Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim
Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan



Mengingat

fd

Keluarga Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian
Dharma Kabupaten Kiaten;

.. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kerua Yayasan Dian Dharma;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

"Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor i3 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana; .

. Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang;

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang;



0,

10.

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Provinsi Jawa Tengah;

Peraturan  Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang  Perigelolaan  dan Penyelenggaraan
Pendidikan, usebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini;

Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia
Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006
ta:nggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta

Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN :

KESATU : Mengubah Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma
Kabupaten Klaten Nomor SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/
XI1/2022 tentang Penggabungan Kelompok Bermain

Binaan Tim  Penggerak Pemberdayaan  Dan

Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Ke Yayasan

Dian Dharma Kabupaten Klaten dengan daftar

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

ini.



KEDUA

KETIGA

Kelentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok
Bermain scbagaimana dimaksud pada diktum KESATU
Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja

SAma.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Mei 2025
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN
DHARMA KABUPATEN KLATEN

- NOMOR: SKEP.® /PD.YDD.Kab Kit/V/2025
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN NOMOR SKEP. 295
/PD.YDD.KAB.KLT/ X1/2022 TENTANG
PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN
BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN

L)

DAFTAR KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN
KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN

NO

NAMA KELOMPOK BERMAIN ALAMAT

KRANDON RT.17/08 NGAREN,
KB HARAPAN BUNDA NGAREN

PEDAN
s - SIDOMULYO, RT 04, RW 02, BEJ],
|
2 | KB PERMATA HAT PEDAN

N

KB MUTIARA BANGSA JATIMULYO |JERENGAN RT 02 RW 04
JATIMULYO




KB WIJA¥A KUSUMA KARANG GUMUL RT 02 RW 06
SRIBIT
KB HATI BUNDA CRAKEN RT 02/02 SEGARAN
DELANGGU 3
179 | KB ANAK CERIA SIDODADI RT 04 RW 02 BANARAN
DELANGGU
180 | KB KASIH IBU GABAHAN DELANGGU DELANGGU
181 | KB CAHAYA MUTIARA GATAK, GATAK, DELANGGU
W 003, REJOSO, |
182 | KB HARAPAN BANGSA REJOSO RT 003/R :
JOGONALAN J
NGAGLIK RT 01 RW 09, PLAWIKAN, |
183 | KB KASIH IBU W |
JOGONALAN |
uD O,KT 05,RW 02, !
184 | KB MUTIARA HATI NGUDIRSS
SOMOPURO
GATAK RT 4 RW 9 KARANGDUKUH
185 | KB MELATI ’
JOGONALAN
TALUN RT 03 RW 04 , PRAWATAN,
186 | KB MEKAR
JOGONALAN
187 | KB PERMATA HATI CERIA CUCUKAN RT 2 / RW 6 WONOBOYO
188 | KB TUNAS MUDA SUMYANG RT 12/RW 06 SUMYANG |
189 | KB PERMATA HATI SUDAN RT 06 RW 03 TAMBAKAN
BAKUNG RT 22/RW 10 BAKUNG
190 | KB PERMATA BUNDA
JOGONALAN
191 | KB KASIH BUNDA GONDANGAN JOGONALAN
GEDONG RT 15 RW 08,
-192 | KB MARSUDI KARYA
PAKAHAN,JOGONALAN |
NGRANDU RT 08 RW 04
193 | KB YOGA ASIH
| JOGONALAN. -
194 | KB TUNAS HARAPAN | TANGKISANPOS RT 03 RW 02 |
|




AL RN PANG BANIIA TR INTIATT 1A
| A o [ a g JARANE L i

LN K1 AN M AR piabdr iy

LR

IR REMBULAN DR HEGAN WANTOM LA DA,
| AEHUGAN, ) ST R
all hlmtl*HIi-immu Mg o

A REE LA INDAT
| RTINS, AT LTTANE
| T BUNAN HONARG Ber 7,
SEA ORI PERMATA HUNDA ANCERIR | .lnmuumwl‘lm e pratpn
LTARA
| MEILUDAN, BT 10 HW 10
A3, | K RS0 HATY IRANGIRAL WRANCHRAL, KANANUAREHA

‘

Ao REVIUAT HAT PN TOA SIS U, KO e, WAl :

ML, 101 W O BATILIMAT

bt ARILPDN 11! "y
W PERTIWE ML JUMIONALAN
. NUANTEN HT O W (11 mpactiMan ‘
A RN CAHAYA ERLINIYA OOONALAN ‘
FICCIAL MAMIFIE T W e |
vat R TUNAR PERTIWI ,
JUTON, JOCRONALAN |
|
|

SICDIAYL KT Of BW 0 ST ILYALE
S0 R MERAR RANRLE
TR

M-'l'\.u}‘\'ﬂrl{rq LIMAN I EANMA
i \ RATHASAIEN LA LI

o

\N' '..*I-.'.I. o BRI
Ii,“;_l‘lhﬁlﬁh PRIETON



&

; 55 o A AT M R e Aoep v oy e Rt A N TR MR A TR B e o
KRR S S e D D A SR AN ‘;-:xa;g:'f:‘_ﬁz-zq.t@;:}
24 D4
T DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA %‘*
A REPUBLIK INDONESIA
fn DIRCKTORAT JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : Ca12.U1.01.02.T1 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPJBLIK INDONESIA
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Hl:nimbung : Bahwa setelah dilakuhan penclitian lethedap Akla Pendirian Yayasan yang
disampaikan kepade kaml, akia lersebit telah memenuhi syarat-syaret dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yaag berlaku, sehingga lidak ado
keberatan unluk memberikan pengesohan otas Akla Pendirion Yoynsan yang

dimaksud,

Mengingat © | Urdang-undang Nomar 16 Tahua 2001 tentang Yayasan (Lembaran
Megara R=publik Indonesia Tahun 2091 Nomer 112, Tambahan Lembaran
Megors Rapublik Indonesia Homeor 4 132) juincto Undang wndang Rapubill
Indonesia Nomar 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang
Momor 16 Takun 2001 lentang Yayoson (Lemberan Megara Republile
Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republily

Indonesia Momaor 4a30).

Surat Kepulusan Direhiur Jeaderal Administrasi Huliuns Umura Duspartemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indanesle Memor C:
26.HT.01.10.TH 2004, innggal 06 Resember 2004 tentang Tata Cara
» Pengesahan Alita Fcn:h]_mn dan Perselujuan Akla Perubahan Anggaran

Dasar Yayasan,
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MEMUTUSKAN -

&3
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Menelapkan .
PERTAMA ;  Memberikon Pengesahan Akla Pendirian Yayasan &
YAYASAN DT AN- I
NPYP : 02.000.200.3-400.000 .
berkodudukan di Semarang, ascounl Alkta Nomor O tunggal 12
"Juni 2001 yung dibupt oleh lletaris Doklox Juliann Kartini
Soedjendro, SH berkedudukan di temarang dan Alta Nomor 24
tanggal 30 Juni 2005 yang diluct oleh Nolaris Huchmat
Wiguna, SI' Lerkedudukan di Semarant,
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KEDUA . Keputusan Menteri Hukum dan Hok Asasi Manusia Republik lndonesia in
mulal berlaku sejak tanggal ditetaphan.
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Ductaphan Ji Jaharta
pada tanggal 02 Januarl 700G
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A, MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS! MANUSIA REFUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
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